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Judul Tesis : KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Analisis Putusan  Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa M. Akil Mochtar) 
Nama / NPM : Ganis Setyaningrum /  15160042                             
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat besar oleh karena itu untuk melakukan pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar bisa, salah satunya adalah dengan melakukan penyadapan. Penyadapan dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.            Kewenangan itu diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwewenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Rekaman yang berisikan informasi yang dapat didengar dan terekam secara elektronik menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari alat bukti yang diajukan dalam tindak pidana korupsi. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah (1) Mengapa KPK diberi kewenangan melakukan penyadapan untuk memberantas tindak pidana korupsi ? dan (2) Bagaimana  praktik pelaksanaan  penyadapan yang dilakukan oleh KPK untuk  memberantas tindak pidana korupsi ?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan untuk memberantas tindak pidana korupsi  dan   pelaksanaan  praktik  penyadapan yang dilakukan oleh KPK untuk  memberantas tindak pidana korupsi, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Hingga saat ini  penyadapan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang di legalkan secara normatif dalam bentuk undang-undang adalah relevan untuk digunakan karena dipandang perlu untuk dilakukan demi melawan sifat kejahatan korupsi yang disebut sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, maka cara melawannya juga harus menggunakan cara yang luar biasa yang salah satunya adalah dengan menggunakan teknik penyadapan.
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